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Sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia kita turut andil dalam 

merespon permasalahan marital rape. Cukup banyak pihak yang menolak term 

marital rape ini dikarenakan Islam tidak mengenal istilah perkosaan dalam 

pernikahan. Perkosaan hanya terjadi di luar pernikahan atau bagi mereka yang belum 

menjalin hubungan dalam ikatan yang sah secara agama. Atau lebih dikenal sebagai 

perbuatan zina. Di dalam Islam berkenaan dengan persoalan hubungan suami istri ini 

hanya didapati istilah nusyuz yang mana hal ini cukup berbeda dengan marital rape 

dalam pendefinisiannya. Perkosaan dalam pernikahan atau marital rape masih kurang 

mendapat perhatian dari masyarakat Sikap wajar yang mengakar pada masyarakat 

terhadap perkosaan dalam perkawinan menyebabkan kekerasan tersebut sering terjadi 

karena beberapa alasan. Pada akhirnya marital rape menjadi sebuah isu yang sangat 

kompleks dalam konteks hukum terutama dalam hukum Islam, dan penting 

mendapatkan dan mempertimbangkan pandangan dari berbagai pihak untuk 

mendapatkan pemahaman yang komprehensif.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hakim 

Pengadilan Agama terkait dengan konsep marital rape dan apa yang menjadi 

argumentasi dari pandangan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum 

empiris  Penelitian ini merupakan bagian dari field research atau biasanya dikenal 

dengan penelitian lapangan. Data-data yang telah didapat, diperoleh dan yang 

telah dikumpulkan, selanjutnya akan diolah dengan metode analisis deskriptif, 

merupakan sebuah analisis yang memaparkan objek dan subjek penelitian dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan, pandangan Hakim Pengadilan Agama 

Martapura terbagi menjadi tiga: ada yang menyetujui penggunaan istilah 

pemerkosaan dalam perkawinan, ada juga yang menolak akan istilah pemerkosaan 

tersebut, dan ada juga yang bersifat netral. Perbedaan pandangan dalam 

pendefinisian ini dilatarbelakangi oleh keilmuan masing-masing. Menurut mereka 

tindakan marital rape dapat menjadi alasan perceraian dan masuk kategori 

sebagai kekerasan dalam rumah tangga dan pertengkaran terus-menerus.  


